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ABSTRAK 
 
 

Tesis yang berjudul “Sanksi pidana nikah sirri dalam pandangan Ulama NU dan 
Muhammadiyah Kab. Pasuruan (analisis maslahah dan mafsadat) merupakan hasil penelitian 
kualitatif (qualitative research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan tentang  sanksi pidana nikah sirri? dan 
bagaimana Analisis maslahah dan mafsadah Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah 
Pasuruan tentang  sanksi pidana nikah sirri? 

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi pustaka yang selanjutnya 
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh struktural Nahdlatul Ulama (NU) 
tidak setuju dengan sanksi pidana nikah sirri, dengan dua alasan. Pertama, pencatatan yang 
merupakan masalah prosedural tidak lantas bisa disamakan dengan tindak pidana yang diancam 
dengan sanksi kurungan atau denda. Pencatatan nikah hanyalah bersifat administratif, jadi 
sanksinya juga harus bersifat administratif. Kedua, salah satu penyebab utama yang 
menyebabkan seseorang memilih nikah sirri faktor utamanya adalah masalah ekonomi. 
Perkawinan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat mengambil jalan 
pintas untuk mengangkat taraf hidupnya dengan nikah sirri. Seharusnya pemerintah terlebih 
dahulu menganalisis dan mempertimbangkan mengapa masyarakat memilih nikah sirri, 
semestinya pemerintah memegang prinsip high efisiency bagi rakyat. 

Sementara tokoh struktural Muhammadiyah semuanya menyatakan setuju dengan 
penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dengan mempertimbangkan maslahat dan 
mafsadatnya dalam kehidupan keluarga. sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan timbulnya 
suatu keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku 
nikah sirri. Selain itu, juga untuk menghindari adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan 
oleh Negara (Hukum Negara). Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga sebab hal ini akan 
berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan juga akan menciptakan stabilitas ketertiban 
dalam tatanan masyarakat sebab jika tidak ditata  akan terjadi penyimpangan-penyimpangan 
terhadap perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri 

dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.1 

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur 

kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan 

yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. 

Keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat 

sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga 

sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan 

tenteram.2 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Ru>m ayat 21: 

يْنكَُمْ وَاجًا لِتسَْكنُوُا إلِيَْهَا وَجَعلََ بَ تِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْ وَمِنْ آيَاَ

  تفَكََّرُونَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لََيَاَتٍ لِقوَْمٍ يَ 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir3. 

 

Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan bagi umatnya yang mampu 

melaksanakannya, karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga 

                                                             
1 M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, 

Perkawinan dan Kematian, (Surabaya: Khalista, 2009), 88. 
2 Abdul Jalil, Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 

285. 

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 406. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

pandangan dan mampu menjaga kehormatan, sebagaimana yang dinyatakan 

dalam sabda Nabi Muhammad SAW yaitu: 

 باَبِ الشَّ  مَعْشَرَ  ياَ سَلَّمَ  وَ  عَليَْهِ  اللِ  صَلَّي اللِ  رَسُوْلُ  لنَاَ قاَلَ  قاَلَ  اللِ  عَبْدِ  عَنْ 

جْ  الباَءَةَ  مِنْكُمُ  اِسْتطَاعَ  مَنْ   .لِلْفَرَجِ  احَْصَنُ  وَ  لِلْبصََرِ  غَض  اَ  فاَِنَّهُ  فَلْيتَزََوَّ

 

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, 

barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah 

karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan 

lebih menjaga kehormatan”.4 

  

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang 

berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang 

nasional.  

Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan 

dinyatakan sah bila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Rukun 

nikah ada 5, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan 

sigat.5 Kelima rukun ini kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tentang keutamaan 

nikah mungkin para ulama’ dan kalangan intelektual, baik ulama’ salaf atau 

modern, semuanya telah sepakat bahwa nikah adalah suatu yang disenangi dan 

dianjurkan oleh agama. Namun yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan 

nikah sirri atau nikah rahasia,6  yaitu pernikahan yang tetap berdasarkan aturan 

agama namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan pelaku 

nikah sirri akan dipenjarakan karena dianggap merugikan kalangan perempuan. 

                                                             
4 Al-Ima>m Muhammad Isma>’il As}-S{an’ani,  Subulussala>m, Juz 3, (Bandung: 

Diponegoro, tt), 109.  
5 Syekh Ibra>hi>m Al-Bayju>ri, H{a>syiyah al-Ba>ju>ri ala> Ibni Qa>sim al-Ga>zi, Juz 

II, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt), 90.  
6 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya, 1979), 176. 
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Perkawinan menurut Hukum Islam yang telah sesuai dengan filosofis 

perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 

Tahun1974 dengan mengaitkan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang maha 

Esa, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) 

yang berisi: 

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah 

2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah. 

3. Ikatan perkawinan bersifat mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh). 

Tekait nikah sirri dan berbagai permasalahannya yang terjadi saat ini 

memang sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka 

menikah tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tersebut. Biasanya nikah 

sirri dilakukan hanya di depan kiai, usta>z} atau tokoh masyarakat saja sebagai 

penghulu, atau bahkan ada yang dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.  

Pernikahan merupakan salah satu proses hukum, maka segala hal yang 

muncul akibat dari pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat 

perlindungan secara hukum juga. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara 

hukum, maka hal- hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa 

diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan 

nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan 

anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan 

yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Problem-problem 

tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai 

pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab 

formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya 
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pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena 

memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu 

akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri. 

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya 

mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam masyarakat. Konsep 

tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas 

perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah 

bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis 

apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.7  

Bahaya nikah sirri selalu mengancam pada setiap perempuan di setiap 

waktunya. Kecenderungan tindak kekerasan dan ingin menang sendiri karena 

mengikuti hawa nafsunya akan menghinggapi perasan wanita sepanjang 

perjalanan hidupnya, karena mereka tidak mempunyai perlindungan hukum. 

Yang lebih parah lagi ketika ketakutan itu menjadi kenyataan, maka 

perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, 

karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang isteri.8 

Sangat menarik sekali apabila kita membahas nikah sirri dengan meninjau 

kembali tujuan diberlakukannya syariah (maqa>s}id ash-shari>’ah) yang 

meliputi:  1). Menjaga jiwa (Hifdz an-nafs), 2). Menjaga agama (Hifdz ad-din), 

3). Menjaga keturunan (Hifdz an-nasl), 4).Menjaga akal (Hifdz al-aql) dan 

5).Menjaga harta (Hifdz al-mal).9 Ketika nikah sirri dilangsungkan tanpa 

melalui pencatatan dari yang berwenang, walaupun dari segi agama sah karena 

                                                             
       7 Arivia, Gadis, Filsafat Berperspektif Feminis, (Jakarta,Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 16. 

8 Mohammad Sodik, (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas (Yogyakarta: Depag dan 

CIDA, 2004), 256. 
9 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), 313-316. 
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telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan tujuan dari pernikahan sirri itu dengan 

dalih menjaga keturunan. Namun, yang menjadi pro dan kontra adalah adanya 

tujuan syariat tersebut dibuat bukan hanya tujuan sementara, namun 

keberadaannya dibuat untuk jangka panjang untuk keberlangsungan hidup 

manusia itu sendiri. 

Suatu kenyataan bahwa satu sisi perkawinan yang tidak dicatatkan  

sebagaimana dalam pengertiannya dalam konteks ke-Indonesiaan adalah 

dianggap sah dalam pandangan kitab-kitab fikih yang selama ini menjadi 

pandangan mayoritas umat Islam di Indonesia dan di sisi lain, negara melalui 

undang-undang yang berlaku, perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum 

di Indonesia.10 Bahkan, perkawinan tersebut dianggap sebagai tindak pidana 

yang diancam hukuman denda,11 bahkan, Rancangan Undang-Undang Hukum 

Materil Pengadilan Agama bidang perkawinan memberikan ancaman hukuman 

denda maksimal 6 juta atau kurungan 6 bulan.12 

Nikah sirri saat ini masih marak dilakukan oleh warga sekitar Rembang 

Kab. Pasuruan. Ada dua motif yang melatar belakangi pernikahan sirri itu 

terjadi yaitu, 1) Faktor Ekonomi, keberadaan warga rembang yang masih 

mayoritas berada dibawah garis kemiskinan, menyebabkan mereka melakukan 

nikah sirri. Modus karena ekonomi ada dua hal yaitu: a) Karena ada orang kaya 

yang datang dengan menjanjikan kesejahteraan hidup walaupun harus menjadi 

                                                             
10 Pasal 6 ayat 2 Kompilasi hukum Islam  
11 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 memberikan denda Rp. 7.500,00 (Tujuh 

ribu limaratus rupiah). 
12  Pasal 143 Draf Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil Peradilan 

Agama Bidang Perkawinan. 
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isteri yang kedua atau ketiga. b) Mereka menganggap pernikahan yang 

dicatatkan itu terasa memerlukan biaya yang sangat mahal.  

Dua modus di atas yang melatar belakangi warga Rembang melakukan 

nikah sirri. 2). Faktor Agama, mereka berdalih nikah sirri itu lebih baik dariada 

harus melakukan hubungan dengan lawan jenis tanpa ada ikatan yang sah dalam 

pernikahan menurut agama. Modus dari model nikah sirri ini biasanya terjadi 

tidak hanya pada wanita masih belum pernah menikah dan juga pada janda yang 

sudah ditalak atau ditinggal mati suaminya. Mula-mula seorang tokoh agama 

datang menawarkan seseorang pada mempelai wanita karena ingin menjaga 

kehormatan wanita janda tersebut agar terhindar dari fitnah masyarakat. Dan 

juga kadang terjadi seorang tokoh agama menikahi wanita muda karena 

kecantikannya dan dijadikan isteri yang kedua. Adapun pelaksanaan nikah sirri 

ini dilaksanakan secara sederhana tanpa diketahui oleh perangkat desa atau 

pihak yang terkait dalam pernikahan. Dalam pernikahan yang menjadi tokoh 

sentral dari pelaksanaan ini adalah tokoh agama itu sndiri dan dihadiri oleh 

beberapa sanak terdekat dari kedua mempelai. Mereka meyakini pernikahan 

nikah sirri seperti ini lebih utama dari pada harus kumpul dengan orang lain 

tanpa ada ikatan pernikahan.13 

Menurut penuturan pak Imron salah satu warga rembang, sesungguhnya 

yang banyak dalam nikah sirri ini hanya terjadi pada kalangan janda, namun 

terkadang juga terjadi pada kalangan anak perempuan masih usia muda juga 

                                                             
13 Imron, Wawancara, Rembang-Pasuruan, 27 Nopember 2014.  
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nikah sirri karena faktor mempelai pria dari kalangan orang kaya atau tokoh 

agama.14 

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua ormas 

Islam terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki tipologi pemikiran yang 

berbeda. Kedua organisasi ini memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon 

problematika dalam Islam. Dalam Nahdlatul Ulama ada Lajnah Bah{s|ul 

Masa>il, sedangkan di Muhammadiyah dikenal dengan Majli>s Tarji>h. 

Kedua lembaga ini memiliki pedoman istinbat} hukum yang berbeda. 

Sehingga tak heran meskipun dalam merespon atau menbahas objek yang 

sama, keduanya sering berbeda.  

Mengenai pencatatan perkawinan, NU telah menghasilkan keputusan 

yang berbeda dengan Muhammadiyah. NU berpendapat bahwa pernikahan 

yang tidak dicatatkan tetap sah dan harus ditolerir pelaksanaannya, sehingga 

sanksi pidana nikah sirri itu tidak diperlukan. Bahkan KH. Hasyim Muzadi 

(Rais Syuriyah PBNU) mengatakan, seharusnya yang harus dipidana bukan 

pelaku nikah sirri, melainkan mereka yang berhubungan badan tanpa ikatan 

pernikahan (seks bebas alis kumpul kebo).  15 Pernyataan senada disampaikan 

oleh KH. Shonhaji Abdusshomad,16 Ketua PCNU Pasuruan dan KH. 

Abdurrahman Syakur, Rais Syuriyah PCNU Pasuruan. Sedangkan menurut 

Muhammadiyah, pernikahan wajib dicatatkan ke KUA, bagi yang tidak 

dicatatkan maka pernikahannya tidak sah. Apabila nikah sirri itu membawa 

                                                             
14 Ibid.  

15 Keputusan Bah{s|ul Masa>il Diniyyah Syu>riyah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al 

Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam 

http://mbakdloh.wordpress.com /pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/ (12 Oktober 2014) 
16 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara,  Pasuruan, 12 Oktober 2014. 

http://mbakdloh.wordpress.com/
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madarat, maka Islam harusnya tidak tinggal diam. Sehingga menurut mereka 

sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri harus didukung, karena mengandung 

tindakan preventif terhadap terjadinya penelantaran istri dan anak korban 

nikah sirri.17 Pernyataan senada disampaikan oleh Ust. H. Abdurrahman 

Ubaid, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasuruan. Beliau 

mengatakan bahwa umat Islam wajib mencatatkan perkawinannya, karena 

itu sudah menjadi aturan pemerintah yang sah dan sebagai warga Indonesia 

yang baik suka atau tidak, kita harus mentaatinya. Apalagi pencatatan 

perkawinan itu jelas mengandung maslahah bagi bangsa Indonesia. 18 

Pernyataan beliau ini senada dengan keterangan Wakil Ketua I PDM 

Pasuruan, H. Djainuri Alief.19 

Bertitik tolak dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dalam 

tesis yang berjudul “Sanksi Pidana Nikah Sirri Dalam Pandangan Tokoh 

NU dan Muhammadiyah Pasuruan” (Analisis Maslahah dan Mafsadah) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan 

pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Pasuruan tentang sanksi 

pidana bagi pelaku nikah sirri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan dalam 

                                                             
17 Fatwa Majelis Tarjih} Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri (disidangkan pada hari 

Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M) dalam  http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com 

2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html (12 Oktober 2014) 
18 Abdurrahman Ubaid, Wawancara,  Pasuruan, 12 Oktober 2014. 
19 Djainuri Alief, Wawancara, Pasuruan, 12 Oktober 2014. 

http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com/
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Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama bidang 

perkawinan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan 

tentang  sanksi pidana nikah sirri? 

2. Bagaimana Analisis Maslahah dan Mafsadah Pandangan Tokoh NU dan 

Muhammadiyah Pasuruan tentang  sanksi pidana nikah sirri?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan pandangan dan 

alasan tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan  tentang sanksi pidana 

bagi pelaku nikah sirri 

2. Untuk menganalisis maslahah dan mafsadah terhadap sanksi pidana 

bagi pelaku nikah sirri pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah 

Pasuruan. 

 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang pandangan 

tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan tentang sanksi pidana nikah sirri ini 

dimaksudkan untuk mengisi ketidakpastian hukum, disebabkan belum ada 

undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang tidak dicatatkan ini. 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi 
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pemecahan permasalahan yang terjadi juga diharapkan bisa digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan Undang-undang Perkawinan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting karena sebagai posisi 

peneliti disisi mana peneliti ingin melakukan penelitian. Disamping itu 

penelitian terdahulu sebagai pembuka wacana permasalahan “Sanksi Pidana 

Nikah Sirri dalam Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah kabupaten 

Pasuruan” telah direpresentasi dalam permasalahan yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Sejauh penelitian ini, tidak ditemukan secara spesifik 

permasalahan yang sama dengan penelitian ini, namun secara umum penelitian 

terdahulu menyingggung masalah relevansi dan dampaknya dengan 

pernikahan yang tidak dicatatkan. Adapun mengenai penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdullah Wasian, mahasiswa program 

Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 

dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap 

kedudukan istri, anak dan harta kekayaan (tinjauan Hukum Islam dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” Dalam tesis 

ini dijelaskan bahwa perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk 

bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan 

yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak 

yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan 

berkaitan dengan rumahtangganya. Anak-anak hanya diakui oleh Negara 

sebagai anak luar perkawinan yang hanya memiliki hukum keperdataan 
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dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh 

suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan baik 

pemenuhan harta maupun harta kekayaan milik bersama.20 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasiah 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penekanan 

pada pemahaman konsep perkawinan nikah sirri (tidak dicatatkan) menurut 

hukum Islam dan undang-undang  perkawinan serta pemahaman tentang 

akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta 

kekayaan. 

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Juliani, Mahasiswa Program Magister 

Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan 

judul “Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak didaftarkan 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”. 

Dalam tesis ini ia menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya 

perkawinan yang tidak didaftarkan karena (1). Pengaruh adat istiadat, (2). 

Prosedur yang lebih mudah, (3). Adanya pemuka agama yang mau 

menikahkan, (4). Anak dapat diakui pada waktu pembuatan akta kelahiran, 

(5). Tidak berjalannya sanksi bagi pelaku, (6.) rendahnya pengetahuan. 

Keabsahan suatu pernikahan yang tidak didaftarkan menurut agama, 

hukum perkawinannya sah apabila telah terpenuhi beberapa syarat dan 

rukun nikah, yaitu adanya mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qobul, 

                                                             
20 Abdullah wasian, Akibat perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, 

anak, dan Harta Kekayaan (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan), Tesis 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2010). 
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namun menurut hukum positif tidak diakui karena tidak didaftarkan dan 

tidak dapat dibuktikan.21 

Penelitian diatas hanya menitik beratkan pada dampak dari perkawinan 

yang tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang.  Dimana menurut 

hukum agama anak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya 

tetapi menurut hukum positif anak berstatus menjadi anak luar nikah  dan 

bagi mereka yang beragama non Islam status anak juga dianggap anak luar 

kawin sampai orang tuanya mengakui didalam akta kelahiran atau sebelum 

orang tua mereka mendaftarkan perkawinan mereka sekaligus mengakui 

anak tersebut. Terhadap harta bersama tidak dapat menerimanya 

pembagian harta bersama serta penunutan harta warisan  dari bapak oleh 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan menurut prosedur 

undang-undang dan biasanya harta bersama dilakukan dengan system 

musyawarah secara kekeluargaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Rengga Putra, Mahasiswa Program 

Magister Kenotariatan Univeritas Airlangga Surabaya, dengan judul 

“Perkawinan yang tidak dicatatkan  dan status hukum harta benda yang 

diperolehnya” Peneliti ini bertolak pada perkawinan yang 

diberlangsungkan dengan hukum agamanya , namun tidak dicatatkan 

sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, maka hukum perkawinan belum sah, 

konsekwensi hukum yuridis  yang belum dikenal adanya harta, meskipun 

sebelum hidup bersama tersebut terkumpul harta. Dan apabila salah satu 

                                                             
21 Juliani, Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak di Daftarkan Menurut Undang-

undang nomer 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh), 

Tesis (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2002). 
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mengajukan gugat cerai dapat diajukan istinbat nikah sebagaimana Pasal 7 

KHI. Dengan istinbat nikah tersebut dapat dijadikan bukti pencatatan 

perkawinan sehingga perkawinan yang diberlangsungkan menjadi sah 

sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 3 dan KHI, sekaligus gugat 

cerai.22 

Penelitian diatas lebih ditekankan pada istinbat nikah yang dapat dijadikan 

dasar oleh salah satu pihak untuk mengajukan sita material, yaitu sita untuk 

mengamankan harta bersama, yang kemudian juga digugat cerai 

dikabulkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membagi harta bersama 

sesuai pasal 37 UU Perkawinan.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inyatul Anisah, Mahasiswa Program 

Magister Pascasarjana Univesitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan Judul 

“Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di 

Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten 

Jember.” Dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa status perkawinan 

yang tidak dicatatkan setelah berlakunya undang-undang nomer 1 tahun 

1974 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-

undang No. 1 tahun 1974 mengenai keharusan pencatatan perkawinan. 

Penyelesaian perkawinan yang tidak dicatatkan ada 2 cara, yaitu dengan 

cara mengulang perkawinan, mengajukan isbat nikah ke Pengadilan 

Hukum Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang pelakunya 

mengulang perkawinan dihadapan PPN tidak memberikan perlindungan 

                                                             
22 Mirza Rengga Putra, Perkawinan yang tidak dicatatkan  dan status hukum harta benda 

yang diperolehnya, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009). 
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hukum terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu, 

karena tidak mempunyai status dan catatan sebagai anak yang sah.23 

Dari keempat tesis di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan 

saat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan kajiannya 

pada pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan tentang  

sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dilihat dari segi maslahah dan mafsadahnya. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah adalah: 

a) Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan Tentang Sanksi 

Pidana Nikah Sirri. 

b) Bagaimana analisis kedua Pandangan tokoh terhadap maslahah dan 

mafsadah dengan adanya sangsi pidana 

2. Sumber data 

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

yakni Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan berikut:  

Tokoh PCNU Pasuruan: 

1) KH. Abdurrahman Syakur (Rais Syuriyah) 

2) KH. Muzakki Birrul Alim (Wakil Rais Syuriyah) 

3) KH. Musyaffa’ Bisri (Wakil Rais Syuriyah) 

                                                             
23 Inyatul Anisah, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di 

Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 tahun 1974 di Kabupaten  Jember , 

Tesis(Yogyakarta: UGM, 2004). 
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4) KH. Shonhaji Abdusshamad (Ketua Tanfidziyah) 

Tokoh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pasuruan: 

1) Usta>z| H. Abdurrahman Ubaid (Ketua) 

2) Usta>z| H. Djainuri Alief, S.Ag (Wakil Ketua I) 

3) Usta>z| Arifin Ahmad (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid) 

4) Usta>z| Akhyar Taman (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid) 

b) Data  sekunder,  yaitu  data  yang  berupa dokumen,  buku/kitab,  

hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan 

ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a )  Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara ini 

dilakukan dengan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan 

b) Studi Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang 

berkaitan dengan judul penelitian 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis menggunakan 

teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan 

hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang 

bersifat umum tentang perkawinan. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk 

menggambarkan pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Pasuruan 

tentang Sanksi Pidana Nikah Sirri. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis 

menggunakan pola pikir deduktif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh 

pembaca dengan mudah, maka penulisan penelitian ini disusun 

menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah Pendahuluan; yaitu meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Hasil Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab kedua adalah Landasan Teori; yaitu menjelaskan tentang 

Konsep nikah sirri, Tradisi nikah sirri di Indonesia, Status hukum nikah sirri  

dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama 

tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Sirri. 

Bab ketiga adalah Data Penelitian; Dasar Penetapan Hukum NU dan 

Muhammadiyah, Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten 

Pasuruan Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Sirri. 
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Bab keempat adalah analisis maslahah-mafsadah terhadap 

Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan tentang 

Sanksi Pidana Nikah Sirri. 

Bab kelima adalah Penutup yang berisi tentang Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

 

IMPLEMENTASI NIKAH SIRRI  

 

  

A.  Nikah Sirri Dalam Masyarakat Islam 

Pernikahan nikah sirri yang di kenal dan banyak dipraktekkan oleh 

umat islam berasal dari tradisi masyarakat islam di kawasan negara Arab. 

Istilah nikah sirri yang dikenal di kalangan ulama, ada dua versi. Versi yang 

pertama, istilah nikah sirri sebenarnya bukan hal yang baru dalam 

masyarakat islam, sebab Imam malik dalam kitabnya mencatat bahwa istilah 

nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ra. ketika diberitahu bahwa 

telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang laki-

laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata “ini nikah sirri dan aku 

tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.1 

Statemen nikah siri yang disampaikan oleh Umar ra. didasarkan 

pada suatu kasus perkawinan yang hanya menghadirkan satu saksi laki-laki 

dan satu perempuan. Dalam kasus ini berarti syarat saksi belum terpenuhi, 

kalau saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang. Maka dalam 

pernikahan ini oleh Umar dianggap sebagai nikah sirri. Ulama-ulama 

besarpun setelah Imam Malik seperti Abu Hanifah dan Syafi’I berpendapat 

bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi maka harus di fasakh 

(batal).2 Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh 

wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, maka 

                                                             
1 Imam Malik, Al-Muwatha’ II, Dar-al-Fikr, hal-439 
2 Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Bairut: Lebanon: Dar al-Fikr Juz II), hal-

17 
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ulama’ besar berbeda pendapat. Imam Malik menganggap itu adalah 

pernikahan sirri dan harus dibatalkan (fasakh), karena yang menjadi syarat 

mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I’lan). 

Kebenaran saksi hanyalah pelengkap. Maka perkawinan yang ada 

saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi’I, dan Abu Mundzir 

berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi’I 

menilai nikah semacam itu bukanlah termasuk nikah sirri karena fungsi 

saksi itu sendiri adalah pengumuman. Karena itu kalau sudah disaksikan  

tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu 

melakukan akad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan 

meskipun diminta merahasiakan, sebab menurutnya sudah tidak ada lagi 

rahasia kalau sudah ada empat orang. 

Versi kedua pada masa Imam Malik bin Anas. Yang dimaksud 

dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-

rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai 

laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakuakan oleh 

walai dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya 

saja si saksidiminta untuk merahasiakan atau tidak memberikan terjadinya 

pernikahan tersebut pada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan 

sendirinya tidak ada I’lanun nukah dalam bentuk walimatul ursy atau dalam 

bentuk yang lain. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin 

sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama telah sepakat bahwa fungsi 

saksi adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. 
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B. Tradisi Nikah Sirri di Kalangan Masyarakat Indonesia 

Nikah sirri yang dikenal di Indonesia sekarang ini ialah pernikahan 

yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, 

tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat 

resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi 

yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai 

akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian 

dikalangan masyarakat selain dikenal denal dengan istilah nikah sirri, juga 

dikenal dengan sebutan pernikahan di bawah tangan.3 

Munculnya nikah sirri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah 

diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan 

tersebut disebutlah bahwa setiap selain harus dilakukan menurut ketentuan 

agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

 

C. Perkawinan yang tidak dicatatkan 

1. Pencatatan perkawinan dalam pandangan ulama 

Bila meneliti tentang permasalahan pencatatan pernikahan dalam 

kitab-kitab klasik, hampir kita tidak menemukannya. Pembahasan dalam 

kitab-kitab klasik tersebut hanya seputar nikah sirri yang terkait dengan 

                                                             
3 Muhammadiyah online, 2014 
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beberapa saksi. Mayoritas ulama’ telah bersepakat bahwa suatu perkawinan 

sudah dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah 

sebagaimana yang telah dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab klasik 

tersebut. Dalam hal ini diantara pakar fikih klasik tidak ada yang 

memperdebatkannya. Demikian juga keberadaan dua saksi, keberadaannya 

juga menjadi syarat syah bagi suatu pernikahan. Hal ini didasarkan pada 

sabda Nabi Muhammad saw:  

حدثنا ابو قريب عن عبد الله ابن مبارك عن 

حجج عن زهري عن عروة عن عائشة قال قال 

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح الا بول

 وشاهد عدل. رواه اين ماجة
 

Dan Imam At-Turmudzi: 

حدثنا يوسف اين حامد عن عبد الاعلى عن 

سعيد عن قتادة ابن دعامة عن جابر ابن 

زيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم البغايا الاتي ينكحن انفسهن 

 بغير بينة. رواه الترمدي
 

Kedua hadits tersebut memberikan kesimpulan bahwa nikah sirri 

yang pertama adalah suatu pernikahan yang tidak disertai oleh saksi yang 

merupakan bukti kehalalan. Sedangkan yang kedua suami berpesan kepada 

saksi agar merahasiakan perkawinannya. Dalam model yang kedua ini 

terdapat perbedaan antara para ulama’. Imam Malik berpandangan bahwa 

nikah model tersebut tidak sah dan nikahnya harus di fasakh-kan, dan 

apabila terbukti secara hukum keduanya melakukan hubungan intim, maka 

keduanya harus di jilid atau rajam. Sementara kalangan fuqoha’ yang lain 

bahwa adanya saksi dalam suatu pernikahan sudah merupakan indikasi 
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bahwa perkawinan sudah bukan termasuk nikah sirri lagi dan 

perkawinannya dianggap sah. Pandangan yang hampir sama diatas juga 

dikemukakan oleh ulama’ fikih yang bermadzhab Hambali yang 

menyatakan bahwa nikah pada model yang kedua tersebut sudah sah namun 

hukumnya makruh.4 

Bila mengacu pada perundang-undangan yang ada di Indonesia, 

maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk 

memenuhi urusan administrasi, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya 

suatu perkawinan. Namun demikian, jika teks-teks yang ada dihubungkan 

pada pasal-pasal yang lain yang sudah diundangkan, seperti pada Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan, dan 

beberapa undang-undang lain yang bernah berlaku di Indonesia, ternyata 

mengundang pro dan kontra terkait pencatatan perkawinan. Sebagian 

memandang bahwa pencatatan tersebut sebagai syarat syahnya perkawinan, 

dan dipihak lain pencatatan itu hanya sebagai syarat administrasi saja. 

Di antara kelompok yang menyatakan bahwa pencatatan 

pernikahan adalah sarat syah dalam pekawinan adaah dari kelompok 

intelektual atau kalangan ahli hukum yang selama ini melaksanakan 

perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonasi perkawinan Kristen 

Indonesia, yang hanya dengan akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya 

suatu perkawinan berdasarkan pasal BW. Mereka berpendapat bahwa 

perkawinan dianggap sah dimulai dari pendaftaran atau pencatatan 

                                                             
4 Wahbah az-Zuh}ayli, Al-fiqh al-Islamiyah wa adillatuhu, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 

81. 
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perkawinan.5 Ada lima alasan yang menjadi argument penting bagi 

kelompok ini. 

Pertama, selain didukung dari praktik hukum  dari badan-badan 

public seperti yang telah dipaparkan diatas, juga beberapa pasal-pasal 

perundang-undangan  pelaksanaan UU  Perkawinan (PP No. 09 tahun 

1975), dan juga dari jiwa dan hakikat undang-undang perkawinan itu 

sendiri. 

Kedua, Ayat yang ada pada pasal 2 UU No. 01 tahun 1974 sebagai 

satu kesatuan. Artinya, pernikahan yang telah memenuhi syarat keagamaan 

dan atau kepercayaan itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, 

karena sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 100 KUH Perdata 

dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, 

Minahasa dan Ambon, bahwa akte nikah adalah bukti satu-satunya dari 

suatu perkawinan. 

Ketiga, Apabila pasal 2 dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) 

dan bab IV (Pasal 22 s/d 28) UU No. 01 tahun 1974, masing-masing tentang 

pencegahan dan batalnya suatu perkawinan hanya bisa dilakukan apabila 

prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana 

yang telah diatur  oleh PP No 09 tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan 

sah diluar pencatatan/pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya 

perkawinan  tersebut tidak berguna. Demikian pula apabila sekiranya  

pendaftaran atau pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu 

syarat sahnya perkawinan, seperti banyak diantara perbaikan-perbaikan 

                                                             
5 Syaidus syahar, Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum 

Islam, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), 8-19. 
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yang terjadi, harapan undang-undang ini tidak dapat dicapai, misalnya 

pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dibawah umur 

dan semacamnya.6 

Keempat, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UU 

No. 01 tahun 1974 menurut soenarto  berarti komulatif. Penegasannya 

menurut pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 suatu perkawinan dianggap sah 

apabila memenuhi dua syarat, yaitu hukum agama dan dicatatkan, yang 

berarti apabila hanya dilakukan menurut secara agama saja, perkawinan itu 

belum sah. Sejalan dengan isi pasal 2, tata cara perkawinan termasuk 

pencatatan atau pendaftaran  perkawinan PP No 09 tahun 1975 berlaku 

umum bagi umat islam yang dihubungkan dengan UU No. 22 tahun 1946 

(Berlaku seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954), sedangkan 

bagi yang beragama lain berlaku ordonasi tentang pencatatan sipil.7 

Kelima, menurut Syaidus ada beberapa pasal  yang secara eksplisit 

menunjang pendapat ini, misalnya isi PP No 09 tahun 1975, pasal 10 ayat 3, 

dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum 

agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan 

pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Karena itu jalan 

keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 01 tahun 

1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain harus dengan mengubah 

subtansi UU No. 01 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja. Karenanya, 

                                                             
6 Ibid., 20-22. 
7 Ibid., 16-17. 
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demi terwujudnya efektivitas UU No. 01 tahun 1974 tentang ijin dan 

pencegahan perkawinan hanya dengan pencatatan atau pendaftaran.8 

 Sedangkan kelompok yang mempunyai berpandangan bahwa 

pencatatan perkawinan hanya sebagai tartib administrasi saja adalah juga 

dari kalangan umat islam yang masih teguh dengan doktrin klasik yang 

hanya berpegang teguh pada undang-undang pernikahan yang termaktub 

dalam beberapa kitab klasik. Mereka menganggap bahwa mulai sahnya 

perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Akan tetapi 

Pencatatan atau pendaftaran perkawinan tersebut  hanya sebagai 

administrasi saja sebagai suatu warga negara. Mereka menganggap bahwa 

saat sahnya pernikahan adalah ketika diucapkannya ijab dan qabul.9 

Pandangan tentang adanya pencatatan hanya sebagai sesuatu yang 

sifatnya administrative saja didasarkan pada tiga hal yaitu: Pertama, 

kebiasaan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, 

dengan UU No. 32 tahun 1954, yaitu undang-undang tentang pencatatan 

nikah, talak, dan rujuk, dimana peran pejabat agama hanya sebagai 

pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan undang-undang yang mengatur 

perihal dan tata cara sebagaimana halnya UU No. 01 tahun 1974.10 Kedua, 

ayat 1 dari pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 merupakan ayat yang lepas dari 

ayat 2. Penjelasan tentang undang-undang tentang pasal 2 lebih jelas lagi 

menunjukkan kearah pendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai 

urusan administrasi. Dalam pasal tersebut dinyatakan: “tidak ada 

                                                             
8 Ibid., 88. 
9 Ibid., 18-19. 
10 A. wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan hokum islam di Indonesia, dalam Amrullah 

Ahmad, editor, Deminsi hokum islam dalam hukum nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 

57. 
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perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”. Kemudian, sesuai UU No. 

01 Tahun 1974 pasal 12 yang merujuk pada peraturan perundang-undagan 

sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, dan PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 

45, yaitu peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pelanggaran 

pencatatan dapat dikutip pertama, kecuali apabila ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a). barang siapa 

melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 peraturan 

pemerintah ini dihukum setinggi-tingginya Rp. 7.500. dari penjelasan di atas 

menunjukkan bahwa pelanggaran diatas menunjukkan bahwa pelanggaran 

terhadap pencatatan tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, hanya 

dikenakan hukuman.11 Ketiga, dengan tetap berlakunya UU No. 32 tahun 

1954, yang menetapkan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946, karena tidak 

disebut oleh UU No. 01 Tahun 1974 (Pasal 66), bahkan PP No. 09 Tahun 

1975 sebagai pelaksana UU No. 01 Tahun 1974, dengan tegas menyebutkan 

UU No. 22 tahun 1946 tetap berlaku (pasal 2 ayat 1).12 

KH. Hasbullah Bakri mempunyai pendapat lain dalam mengartikan 

kata “dan” dalam pasal ini. Ia menggap bahwa arti “dan” pada pasal diatas 

tidak bersifat komulatif tetapi bersifat alternanif. Sebagai tambahannya, ia 

menjelaskan dengan penafsiran yang logis, sosiologis bahwa proses 

pernikahan telah selesai dengan tata cara yang telah di tetapkan oleh islam 

sesuai yang dijabarkan oleh fikih, meskipun tidak dilakukan secara hukum 

                                                             
11 Saidus Sahar, Undang-undang, 20-22. 
12 Ibid., 24. 
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adat istiadat yang berlaku.13 Dengan kata lain suatu perkawinan sudah sah 

walaupun tanpa proses pencatatan perkawinan yang telah diundangkan oleh 

pemerintah. 

Senada dengan KH. Hasbullah Bakri, K. Watjik Saleh juga 

mempunyai pandangan yang sama bahwa pencatatan pernikahan itu tidak 

menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Akan tetapi ia menyatakan 

bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Maka ia juga 

mengambil kesimpulan dari pasal yang mengatur pencatatan perkawinan 

diatas sifatnya hanya administrative.14 

Para tokoh agamawan yang lain seperti Sardjono, sebagaimana 

yang dikutip oleh Asmin, bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya 

suatu perkawinan adalah syarat dan rukun agama. Hal ini sangat sesuai 

dengan isi pasal 51 ayat 3 UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dimana pasal 51 ayat 3 menyebutkan tentang keharusan seorang wali 

menghormati agama dan kepercayaan seorang anak yang berada dibawah 

perwaliannya.15 

Apabila kita mengacu pada sejarah pembentukan UU. 01 Tahun 

1974, konsep awal pencatatan dalam perkawinan adalah sebagai syarat sah. 

Tapi karena tidak disetujui oleh fraksi Partai Pembangunan, maka 

pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administrasi saja. 

Sementara Ahmad safwat menjelaskan bahwa pencatatan 

pernikahan merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu 

                                                             
13 Ibid., 26. 
14 Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 3. 
15 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; ditinjau dari undang-undang perkawinan No. 

01 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 67. 
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pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan 

mestinya hukum itu tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut, 

tujuan hukum dapat dicapai dengan efisien. Artinya kalau ada cara yang 

lebih efisien untuk mencapai tujuan, maka cara itulah yang lebih 

diutamakan. Menurut Safwat, tujuan dari keberadaan saksi dalam suatu 

pernikahan adalah sebagai pengumuman kepada khalayak ramai. Jika 

pencatatan itu dianggap suatu hal yang lebih baik dan lebih memuaskan 

untuk mencapai tujuan tersebut, maka keberadaan saksi dapat diganti 

dengan pencatatan perkawinan secara formal.16 Artinya keberadaan 

pencatatan dalam era sekaran lebih kuat dalam pembuktian dari pada 

seorang saksi manusia yang masih dimungkinkan bohong atau memberikan 

suatu persaksian yang tidak benar. Dengan demikian, pencatatan 

perkawinan menurut Safwat adalah sebagai ganti dari kehadiran saksi, 

sebuah rukun yang wajib dipenuhi dlam suatu proses pernikahan. 

Menurut penuturan Abu Zahra bahwa  para ulama’ fikih dari masa 

kemasa telah sepakat bahwa tujuan utama dari keberadaan saksi dalam 

pernikahan adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya suatu 

pernikahan.17 Dasar pemikiran yang mengharuskan suatu pernikahan harus 

di umumkan adalah sabda Nabi yaitu:  

 علنوا النكاح ولو بالدفا

Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana. (HR. Ibnu Majah)18  

                                                             
16 Ahmad Safwat, Qaidah Islah Qanun al-ahwal al-Syakhsiyah, Makalah pada pertemuan 

baru asotiation di Alexanderia, Mesir, tanggal5 Oktober 1971, 20-30. 
17 Muhammad Abu Zahra, Muhadarat fi Aqdi al-Ziwaj wa Atsaruhu, (Dar al-Fikr al-

Arabiyah), 91. 
18 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Bin Abdullah bin Majah, Sunan Ibn al-Majah, 

Daar al-Bairut, t,t, hadits no. 1885 
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Menurut Abu Zahra, teks hadits tersebut memunculkan suatu 

pertanyaan yaitu apakah keberadaan dua saksi sudah mewakili pengumuman 

secara khusus atau  bagaimana bila seandainya kalau persaksian tersebut 

diperintahkan untuk dirahasiakan. Menanggapi pertanyaan tersebut Abu 

Zahra memunculkan tiga jawaban. Pertama,  jawaban dari pertanyaan diatas 

dasarkan pada pernyataan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fungsi 

saksi itu sendiri adalah pengumuman. Maka dari itu, ketika suatu 

pernikahan sudah disaksikan, tidak perlu ada lagi pengumuman khusus. Hal 

itu di dasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. yang menyuruh agar 

suatu perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi.19 Keberadaan saksi dalam 

suatu pernikahan sudah mewakali pengumuman, meskipun para saksi itu 

diminta untuk dirahasiakan. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa tidak 

ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.20Kedua, jawaban dari Abu 

Zahra didasarkan pada pendapat yang terkenal dari Imam Malik yang 

mengatakan bahwa syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah 

pengumuman (اعلان). Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap. Maka suatu 

perkawinan yang ada saksi namun tidak ada pengumuman adalah 

perkawinan yang tidak memunihi syarat. Ketiga, pengumuman menjadi 

syarat syah akad suatu perkawinan, maka tanpa ada saksipun perkawinan 

                                                             
-lihat at-turmudi, Sunan at . لانكاح الا بولي وشاهدي عدل dan teks yang searti لانكاح الا بشهود19

turmudhi, kitab nikah, hadits no 1009; ibnu majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, hadits no 

1885; akhmad, musnad ahmad, musnad al-madaniyyin, hadits no 15545. Abu Zahra, Muhadarat, 

91. 
20 Muhammad Abu Zahra, Muhadarat fi Aqdi al-Ziwaj wa Atsaruhu, (Dar al-Fikr al-

Arabiyah), 91-92. 
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tetap sah, sebab pengumumanlah yang menjadi sarana untuk mengetahui 

perkawinan yang sah atau sebaliknya. 

Menurut Mahmud Syaltut nikah sirri adalah akad pernikahan yang 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak (pasangan suami-isteri) tanpa dihadiri 

oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatat dalam akta yang 

resmi. Syaltut menilai bahwa lafadz  ا غليطميثاقا kontrak perkawinan dan janji 

yang berat, karena ia bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu 

seperti hubungan persahabatan, hubungan diantara anak dan bapak atau 

yang dipahami oleh banyak orang suatu perjanjian untuk mengambil 

manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga 

kesakralan nilai pernikahan haruslah dicatat dalam akta resmi. Masih 

menurut Muhammad Syaltut, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan 

jalan terpaksa, ada rasa khawatir diketahui keluarga, sahabat ataupun 

masyarakat, termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syari’at. 

Perkawinan seperti ini tidak akan membentuk keluarga yang baik, tidak 

dapat meneruskan keturunan, tidak dapat menciptakan hubungan yang baik 

dengan sesama manusia. Sebaliknya perkawinan yang sesuai dengan 

syari’at adalah perkawinan yang dapat melahirkan ketentraman (سكينة), dapat 

meneruskan keturunan, dan dapat menciptakan hubungan baik sesama 

manusia. Dengan adanya usaha menyembunyikan, meskipun dalam akad 

nikah ada saksi, keberadaan saksi hanya sekedar sebagai pelengkap rukun 

perkawinan, yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yakni 

sebagai sarana  penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar tidak 

terjadi fitnah dan keraguan. Ketika menjelaskan nikah sirri, Shaltut juga 
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menggunakan terma lain yang harus dijelaskan, yakni perkawinan ‘urf, yang 

menurutnya ada dua jenis. Pertama, perkawinan yang dicatat dalam buku 

resmi tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama dengan 

perkawinan sirri, yakni dilarang. Kedua, pernikahan yang dicatat dalam 

buku resmi dan tidak ada usaha menuturinya, pernikahan inilah yang murni 

dinamakan pernikahan ‘urf.  

Perkawinan ‘urf menurutnya adalah perkawinan yang setelah 

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan para fuqoha dilengkapi 

dengan catatan dalam buku resmi. Adapun tujuan pencatatan perkawinan 

menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para 

pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami-isteri dan anak-anak atau 

keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha 

mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut 

Shaltut, salah satu sebab menipisnya iman orang muslim adalah semakin 

banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih 

untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang 

tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluarnya sebagai usaha prefentif 

agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti 

tertulis. 

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pernikahan sirri adalah profesi 

nikah tanpa saksi, tanpa pengumuman, tanpa catatan, dan pasangan itu 

hidup dalam status perkawinan yang disembunyikan. Syaltut menghukumi 

Haram bagi yang tidak ada saksi, tapi bagi yang ada saksi namun ada usaha 

yang menyembunyikan, masih diperdebatkan. Syaltut lebih jauh menilai 
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bahwa pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa, takut diketahui keluarga 

dan masyarakat (seperti kasus pernikahan bawah tangan mahasiswa) adalah 

tidak sesuai dengan syariat. Pernikahan seperti ini tidak akan dapat 

membentuk keluarga yang baik, dan memperburuk hubungan antar manusia. 

Ia memandang bahwa pencatatan akan memelihara hak dan kewajiban 

pernikahan itu sendiri. Yaitu hak suami atau istri, pemeliharaan anak dan 

warisan.21 

Adapun Quraish Shihab berpandangan bahwa semua ulama sepakat 

tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasarkan perintah Nabi 

untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa 

pencatatan (dibawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurutnya dapat 

mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (اولى الامر). sedangkan al-Qur’an 

memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepadanya selama tidak bertentangan 

dengan hokum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan 

bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Qur’an. 

Menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah pemerintah 

dalam hukum islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai 

bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan 

peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. 

Sebagai ulil al-amr pemerintah mempunyai dua fungsi utama yaitu 1). 

Menjaga agama, 2). Mengatur urusan dunia. Dalam pelaksanaan kedua 

fungsi tersebut, pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak 

                                                             
21 Akhsin Muamar, Nikah Bawah Tangan versi Anak Kampus, (Tangerang: Qultum 

Media, 2005), 80. 
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mengajak kepada kemungkaran dan pula tidak mendatangkan 

kemudarratan.22
 

 

2. Pencatatan Nikah menurut Pakar Klasik 

Tentang pencatatan pernikahan secara administratif, zaman dahulu 

belum ada, karena mengingat ilmu administrasi belum berkembang. 

Dalam berbagai pembahasan , secara jelas disebutkan bahwa para ulama’ 

klasik menempatkan saksi sebagai fungsi pengumuman dan 

pemberitahuan. Madzhab hanafi mengharuskan adanya saksi dalam 

pernikahan. Namun menurut madzhab maliki walaupun dinyatakan saksi 

tidak termasuk rukun, tapi mengurgenkan saksi sebagai fungsi 

pungumuman dan menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah yang 

diumumkan pada khalayak ramai. Alasannya Nabi memerintahkan 

membunyikan duf (tabu-tabuan) dalam rangka memberitahukan pada 

khalayak bahwa telah ada pernikahan. Jelas dapat dipahami bahwa 

pengumuman itu untuk menghindari tuduhan atau keraguan orang lain atas 

perkawinannya.23 Madzhab Hanafi secara umum mengecam pernikahan 

tanpa ada bukti. Tuduhan zina merupakan alasan yang sangat urgen dalam 

penetapan saksi dan pengumuman. Jika dalam jual beli saksi juga penting, 

apalagi dalam hal ini, sehingga amat penting.24 

 

3. Pandangan Pakar Kontemporer 

                                                             
22 Sulistiowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berspektif  

Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2008), 161. 
23 Aksin Muamar, Nikah bawah tangan, (Depok: Qultum Media, 2005) 78-79 
24 Ibid. 
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Di sejumlah negara muslim, beranggapan tanggapan menyeruakkan 

atas masalah ini dan terbagi dalam tiga kategori besar. Pertama, kelompok 

Negara yang mengharuskan pencatatan (sekaligus pengumuman) nikah 

dan menghukum pihak yang melanggar yaitu Brunai, singapura, Mesir, 

Iran, India, Pakistan, Yordania, Tunisia, Irak, dan Yaman. Kedua, 

kelompok yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administratif, 

namun tidak menegaskan status dan akibat hukum perkawinan yang 

tercatat, seperti Filipina, Lebanon, Druze  Lebanon, maroko, dan Libya. 

Ketiga, Negara yang tetap mengakui perkawinan yang tidak dicatatkan dan 

hanya ada satu Negara yaitu Suriah.25 

Di Pakistan, Muslim Family Law Ordinance (MFLO) 1961 

memperkenalkan reformasi mengenai pendaftaran perkawinan, dan dalam 

standar seperti pendaftaran, hukuman denda dan hukuman penjara telah 

ditentukan. Meskipun demikian, perkawinan muslim masih sah dan 

berlaku jika mereka sesuai dengan syari’at islam. Dalam pasal 5 

disebutkan: setiap perkawinan harus didaftarkan di Dewan Perkawinan. 

Sementara di Mesir, Usaha untuk menetapkan pencatatan 

perkawinan dimulai dengan terbitnya Ordinansi (Peraturan Pemerintah) 

tahun 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

pegawai-pegawai pencatat nikah, dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan 

mereka, serta menyerahkan pelaksanaan pencatatan nikah itu pada 

kemauan pihak yang berakad dengan mempertimbangkan kepentingan 

mereka. 

                                                             
25 Aksin Muamar, Nikah bawah tangan, 80. 
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Ordinansi tahun 1880 itu diikuti dengan lahirnya Ordinansi tahun 

1897 yang pada pasal 31-nya menyatakan bahwa gugatan perkara nikah 

atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar oleh 

pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan 

dengan suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan. 

Kemudian UU No. 100 Tahun 1985 menyatakan bahwa seseorang 

yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir 

pencatat perkawinan. Bagi yang mempunyai isteri, harus mencantumkan 

nama dan alamat isteri atau isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus 

memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri 

yang suaminya menikah dengan perempuan lain dapat meminta cerai 

dengan alasan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan 

mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama suaminya. Hak isteri dengan 

minta cerai dapat hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak 

memintanya selama satu tahun setelah dia mengetahui perkawinan 

tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman 

penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 pound Mesir atau kedua-duanya. 

 

D. Pendekatan Maslahah dalam Pencatatan Perkawinan 

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum 

Islam tidak secara kongkrit mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW. 

maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu 

perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. 

Untuk diketahui warga masyarakat, perkawinan yang telah dilakukan 
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hendaknya di’ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui 

media walimatul-‘ursy. Rasululloh SAW. berabda: 

Artinya: Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana. (HR. Ibnu 

Majah) 

Selanjutnya beliau bersabda: 

Artinya: Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan 

memotong seekor kambing (HR. al-Bukhari)”. 

Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami 

sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar 

mengumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor 

kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di 

Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai 

pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan 

penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan 

memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus 

didokumentasikan  secara resmi pada kantor yang bertugas mengurusi hal 

itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk 

menjadi tambahan rukun nikh dalam kitab fiqh baru nanti. 

Di sampng itu, ada argument lain yang mendukung pentingnya 

pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat al-

Qur’an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti 

hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan (Q.S. 2:282). Tidak syak lagi 

bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting. 
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Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran 

telah tejadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan dengan alat bukti 

persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan 

dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, dibeberapa 

Negara muslim, termasuk dinegara Indonesia, telah dibuat aturan yang 

mengatur perkawinan dan pencatatanya. 

Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam 

masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak 

yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya 

perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, 

kewarisan, dan lain-lain. 

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, 

apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri, atau salah satu pihak tidak 

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, Karena dengan 

dengan akta suami isteri memiliki bukti otentik  atas perkawinan yang 

terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi 

perkawinan dengan dibuatnya Undang- undang atau peraturan lainnya, 

adalah merupakan kebutuhan yang tidak bias dihindarkan dan bukan sesuatu 

yang salah menurut hukum Islam. Berkaitan dengan perkawinan dibawah 

tangan, MUI menganjurkan agar perkawinan dibawah tangan itu harus 

dicatat secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah 

perventif untuk menolak dampak negatif (mudharat). 
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Dengan adanya pencatatan ini, maka perkawinan ini baik secara 

hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi 

pemenuhan hak-hak isteri dan anak terutama soal pembagian harta waris, 

pengakuan status anak dan jika ada masalah, isteri memiliki dasar hukum 

yang kuat untuk menggugat suaminya. 

Hal inipun juga diperkuat dengan kaidah fiqih yang berkaitan 

dengan pementingan kemaslahatan rakyat adalah: 

 

 26تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan 

kemaslahatan 
 

 Suatu kebijakan yang diambil oleh seorang Imam dalam hal ini 

adalah pemerintah, harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat. Kaidah 

tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek 

kemaslahatn rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau 

keinginan keluarganya atau kelompoknya agar tercapainya keadilaan tanpa 

kekerasan dan meratanya kepedulian masyarakat terhap pemerintah. Kaidah 

ini juga diperkuat dengan QS. An-Nisa’ayat  58: 

مُرُ 
ْ
ن تُؤَدُّوا إِنَّ اللَّـهَ يَأ

َ
 لَى  تِ إِ الْمََانَاكُمْ أ

ن تَحْ 
َ
هْلِهَا وَإِذَا حكََمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أ

َ
وا كُمُ أ

إِنَّ  ,إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظكُُم بِهِ  ,بِالْعَدْلِ 

 ا اللَّـهَ كَانَ سمَِيعًا بَصِيرً 

                                                             
26 Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Al-As-bahah wan Nadzair, 

(Semarang: Toha Putra). 
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Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesunguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Alloh adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan 

bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan perlaksanaan yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 UU 

Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan telah 

diatur pada pasal Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: 

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;  (2) Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan.” 

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, menjelaskan secara eksplisit bahwa 

sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika 

suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab dan 

Kabul dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah 

melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebuat 
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adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaannya. Tetapi sahnya 

perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan perlu disahkan lagi oleh 

Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) 

UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. 

 Terkait pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur 

mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melaksanakan 

perkawinan menurut agana islam, pencatatan dilakukan di KUA. 

Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama 

dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) 

PP No. 9 tahun 1975. 

 Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan 

Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan tata cara pencatatan 

perkawinan ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan 

perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana 

perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan 

dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat 

perkawinan telah dipenuhidan apakah tidak terdapat halangan perkawinan 

menurut undang-undang. 

 Kemudian, setelah syarat-syarat dan beberapa administrasi 

terpenuhi serta dalam pemberitahuan tidak ditemukan suatu halangan 

untuk perkawinan, maka pegawai  pencatat mengumumkan dan 
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menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman 

pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 

 Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan 

membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat 

merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi 

kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari 

orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah 

anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, 

dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan 

perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. 

  Tentang pencatatan perkawinan ini, hendaknya masyarakat 

mempunyai pemahaman tentang dampak yang akan timbul akibat sebuah 

pernikahan yang tidak dicatatkan. Tokoh agama harus sering 

mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, walaupun 

sebenarnya secara agama  tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk 

mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan 

perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas 

pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu 

yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. 

 Pencatatatan pernikahan merupakan bagian dari upaya dari hifdz 

an-nas (menjaga keturunan) yang termasuk pada peringkat dharuriyyat 

(kebutuhan primer) sebegitu pentingnya pencatatan perkawinan yang akan 

memperkuat ikatan antara orang tua dan anak dengan adanya bukti otentik. 
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 Terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga 

pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan 

public yang menjadi tanggung jawab Negara. Sehingga sudah semestinya 

memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah 

menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf hidup masyarakat dan 

prosedur yang tidak berbelit-belit (user friendly). Dengan prosedur yang 

tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk 

mencatatkan perkawinannya. 

 

E. Status Hukum perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dan Tinjauannya 

dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan 

Agama (RUU HMPA) 

 

1. Status Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan 

Sebagai suatu Negara yang berdaulat tentunya mempunyai aturan-

aturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya. 

Adapun tentang hukum suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, di 

dalam pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”   

Suatu perkawinan tentunya harus berdasarkan agama dan 

kepercayaannya masing-masing, dan harus dicatatkan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan, 

yang menentukan bahwa: 
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a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. 

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan cukup 

dibuat secara tertulis, namun dalam pasal 147 BW perjanjian perkawinan 

harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. 

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut adalah 

menentukan sahnya suatu perkawinan, dijelaskan lebih lanjut oleh 

penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, sebagai berikut: 

“Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. Mengenai pencatatan perkawinan menurut 

penjelasan umum atas UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa: 

“…dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perungang-undangan yang berlaku.” 

 

Kata-tata “harus dicatatkan” mengandung arti bahwa perkawinan 

tersebut juga harus dicatatkan. Mengenai pencatatan perkawinan tersebut, 

dimaksudkan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan data 

digunakan sebagai alat bukti yang otentik sesuai dengan ketentuan 

perungang-undangan yang berlaku.27 

Apabila merujuk pada ketentuan pasal 2 UU Perkawinan, bahwa 

perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing 

                                                             
27 Lilik Kamilah, Keabsahan Perkawinan Melalui Sarana Telecomfrence, YURIDIKA, 

Vol. 19 No. 6. November-Desember 2004 
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agamanya an kepercayaannya. Ketentuan itu mengandung makna bahwa 

sahnya perkawinan ditentukan dalam hukum agamanya dan 

kepercayaannya masing-masing, sehingga selama perkawinan tersebut 

dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, maka 

perkawinan telah sah. Sebgaiman penjelasan umum butir-butir UU 

Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan 

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa perkawinan 

merupakan suatu keharusan yang Nampak dari kalimat “ perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundangg-undangan yang berlaku”. Perhal 

pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya; kelahiran, kematian 

yang dinyatakan  dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 

dimuat dalam daftar pencatatan. 

Adapun mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan atau 

perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Bab IX pasal 45 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mendapatkan hukuman setinggi-tingginya 

Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Bab IX pasal 45 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi: 

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka: 

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 

40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman 
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denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus 

rupiah). 

b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 

10, ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 

atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima 

ratus rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan 

pelanggaran. 

 

Sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan merupakan sebuah 

upaya untuk mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang 

nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilai Hukum Islam (KHI) 

yang disebarluaskan dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres).28 

Dalam Undang-undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peratuan Perundang-undangan, Inpres tidak masuk dalam tata urutan 

peratutan perundang-undangan sehingga secara yuridis KHI tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara.29 

 Tujuan pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan adalah untuk 

menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dangan 

                                                             
28 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Interuksi Presiden Republik Indonesia 

Nomer 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 
29 Abdul Ghofur Anshori, “Beberapa catatan terhadap RUU Hukum Materiil Peradilan 

Agama Bidang Perkawinan”, makalah Seminar Nasional Apresiasi Terhadap Draft UU RI Tentang 

HTPA Bidang Perkawinan, Hotel Saphir Yogyakarta, Kamis 23 Nopember 2006, 4. 
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masalah perkawinan dan keluarga. Selain itu juga dimaksudkan untuk 

melengkapi dan mengisi berbagai kekosongan hukum (recht vacuum) yang 

ada dalam undang-undang perkawinan yang ada. Kehadiran Rancangan 

Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang 

Perkawinan merupakan komplementer terhadap Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

Tujuan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis  badan peradilan 

agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkawinan. 

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU 

HMPA) Bidang Perkawinan nantinya akan menjadi pedoman dan 

mengikat para hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengadili 

sengketa. Kehadiran Rancangan Undang-UndangHukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan yang nantinya 

menjadi Undang-undang juga dapat menghilangkan keraguan sebagian 

orang karena hukum perkawinan tersebut  sudah termasuk dalam 

subsistem hukum nasional.30 

 Rancangan Undang-UndangHukum Materiil Peradilan Agama 

(RUU HMPA) Bidang Perkawinan terdiri dari XXIII Bab dan 150 Pasal. 

Secara garis besarnya isi Rancangan Undang-UndangHukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan adalah sebagai 

berikut: Bab I: Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II: Dasar-dasar 

                                                             
30 Habiburrahman, “Sosialisasi Publik RUU Hukum Materiil Peradilan Agama”. Makalah 

seminar Nasional Apresiasi Terhadap Draft UU RI Tentang HTPA Bidang Perkawinan, Hotel 

Saphir Yogyakarta, Kamis 23 Nopember 2006, hal-3. Secara berurutan tata urutan peraturan 

perundangan Republik Indonesia Menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah sebagai berikut: 

Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-

undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Lihar Redaksi Sminar Grafika, Ketetapan-ketetapan MPR 

Pada Sidang Tahunan MPR 2000, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 36.  
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perkawinan (pasal 2-9); Bab III: Peminangan (pasal 10-12); Bab IV: 

Rukun dan  Syarat Perkawinan (pasal 13-26); Bab V: Mahar (pasal 27-30); 

Bab VI: Larangan Perkawinan (pasal 31-38); Bab VII: Taklik Talak dan 

Perjanjian Perkawinan (pasal 39-45); Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil 

(pasal 46); Bab IX: Beristri Lebih dari Satu Orang (pasal 47-51); Bab X: 

pencegahan Perkawinan (pasal 52-61); Bab XI: Batalnya Perkawinan 

(pasal 62-68); Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Isteri (pasal 69-75); 

Bab XIII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan (pasal 77-88); Bab XIV: 

Kedudukan Anak (pasal 89-94); Bab XV: Pemeliharaan Anak (pasal 95-

97); Bab XVI: Perwalian (pasal 98-103); Bab XVII: Putusnya Perkawinan 

(pasal 104-122); Bab XVIII: Akibat Putusnya Perkawinan (pasal 123-

131); Bab XIX: Rujuk (pasal 132-135); Bab XX: Perkawinan Campuran 

(pasal 136-139); Bab XXI: Ketentuan Pidana (pasal 140-146); Bab XXII; 

Ketentuan Lain (Pasal 147-148); dan Bab XXIII: Ketentuan Penutup 

(pasal 149-150). 

 Pada Bab XXI yang berisikan ketentuan pidana pasal 140 

disebutkan:31 

“setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak dihadapan 

Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 

(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan.” 

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa orang yang 

melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi tidak dihadapan 

Pejabat Pencatat Nikah (nikah sirri) mendapat ancaman pidana maksimal 

                                                             
31 Draft kesepuluh Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil 

Peradilan Agama Bidang Perkawinan. 
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Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 

6 (enam) bulan. Dengan demikian maka perkawinan yang tidak dicatatkan 

(perkawinan yang tidak dicatatkan) dapat dikategorikan sebagai sebuah 

tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran . 

 Di dalam pasal 146 juga disebutkan bahwa:  

“tindak pidana sebagamana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141, 

Pasal 142, dan Pasal 143 merupakan tindak pidana pelanggaran , 

dan tindak pidana yang dimaksuddalam Pasal 144 dan Pasal 145 

adalah tindak pidana kejahatan”. 

Tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik32 

adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana. 

2. Isi Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan 

Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan Tentang Sanksi Pidana 

Yang Tidak Dicatatakan 

 

Pasal tentang rencana mempidanakan pelaku pernikahan yang tidak 

dicatatkan (nikah sirri) merupakan pokok utama permasalahan dalam 

penelitian ini. Namun disini, penulis tidak mencantumkan secara utuh pasal 

yang menjelaskan tentang Rencana Undang-undang Hukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang perkawinan, melainkan hanya 

masalah sangsi pidana terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan 

yaitu: 

 

                                                             
32 Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Disebut Dengan Istilah Jinayah Atau 

Jarimah Yang Berarti Perbuatan Salah. Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3. 
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KETENTUAN PIDANA33 

 

Pasal 141 

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan 

tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling 

banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurung 

paling lama 6 (enam) bulan. 

 

 

Pasal 142 

Setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah sebagaimana 

dimaksud pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 

(tiga) tahun, dan perkawinannya batal karena hukum. 

 

Pasal 143 

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan dengan isteri kedua, 

ketiga atau keempat tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari 

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Ayat (1) 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000 000,- 

(enam juta) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. 

                                                             
33 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) 

Bidang Perkawinan. 
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BAB III 

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU NIKAH SIRRI DALAM 

PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN 

PASURUAN  

 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa pandangan, baik pandangan  

tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah tentang mas}lah}ah 

dan mafsadah terkait sanksi pidana pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan 

(nikah sirri) yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil 

Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang perkawinan dan beberapa 

argumentasi yang disampaikan. Pertanyaan pertama yang disampaikan pada 

informan terkait pandangan mereka tentang perkawinan yang tidak dicatatkan 

dan dijadikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana denda 6 juta atau 

pidana kurungan maksimal 6 bulan. Pertanyaan yang kedua ialah mengenai 

alasan pandangan yang disampaikan. Dari kedua pertanyaan tersebut muncul 

pandangan yang setuju dan tidak setuju. Berikut adalah beberapa responden 

beberapa argument menyikapi kedua pertanyaan di atas. 

 

A. Pandangan Tokoh NU Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Sirri 

 

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam fikih tidak dijelaskan 

secara eksplisit dalam al-qur’an dan hadits. Namun, dalam beberapa hadits 

hanya menganjurkan pesta perkawinan (wali>mah) untuk menghindari 

fitnah.  

Adapun terkait sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku 

nikah sirri, Rais Syuriyah PCNU Pasuruan KH. Abdurrahman Syakur, tidak 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

menyetujui adanya sanksi pidana tersebut. Beliau mengatakan bahwa 

dalam Islam (fikih), pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya 

sebuah pernikahan. Pencatatan hanya bersifat anjuran saja, supaya tertib 

secara administratif. Maka sangat ironi apabila seseorang yang telah 

melakukan pernikahan dan dianggap sah secara hukum agama harus 

dikenai sanksi karena masalah pencatatan, sedangkan mereka yang ada 

dilokalisasi malah tidak dikenakan sanksi apa-apa. Hal ini menurut beliau 

merupakan dosa besar jika memberi sanksi pada orang yang menikah 

(melakukan ibadah): 

Pemerintah itu dari pada sulit-sulit membuat sanksi bagi 

pelaku nikah sirri, lebih baik mereka menyiapkannya sanksi-

sanksi tersebut bagi mereka yang berada dilokalisasi. Menurut 

saya, sanksi bagi mereka yang dilokalisasi itu maslahahnya 

lebih besar untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina. 

Karena menurut saya merekalah yang harus diberi sanksi 

karena mereka yang merusak moral bangsa, bukan malah yang 

menikah diberi sanksi.1 

 

Lebih lanjut KH. Abdurrahman Syakur menambahkan dan bahkan 

ia berharap saksi pidana itu harus dikubur dalam-dalam. Menurut beliau, 

efek negatif dari adanya saksi tersebut akan sangat besar yaitu maraknya 

perzinaan. 

Apabila saksi itu benar-benar diterapkan, maka menurut saya 

itu malah lebih tidak baik. Justru mereka akan cenderung 

melakukan kumbul kebo dan juga harus ada aturan tambahan, 

mana yang layak dihukum dan mana tidak. Apakah pelaku 

nikah sirri itu yang sudah sah itu, atau mereka yang kumpul 

kebo yang jelas dilarang oleh agama.2 

 

                                                             
       1 Abdurrahman Syakur, Wawancara, Pasuruan, 19 Desember 2014 

       2 Ibid  
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Penolakan keras tentang sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri juga 

disampaikan oleh KH. Muzakki Birrul Alim. Menurut beliau, Undang-

Undang tersebut tidak usah dipedulikan, karena Undang-Undang itu jelas 

bertentangan dengan syariat Islam: 

 Dalam hal ini jika perlu Undang-Undang Perkawinan itu 

dilanggar semua, karena itu adalah produk imperialis, produk 

orang kafir, kaum sekuler, maslahah itu sangat sempit jika 

tidak dilihat dari maqasid syariah.3 

  

Penolakan keras ini karena beliau menganggap hukum agama itu 

lebih utama daripada keberadaan Undang-undang. Apalagi Undang-

undang tersebut tidak ada relevansinya dengan hukum islam. Ketika agama 

sudah menetapkannya, maka menurut beliau tidak perlu ada hukum lain 

yang harus dipandang karena agama sudah memberikan kejelasan dan 

kepastian.4 

Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah PCNU 

sekaligus Ketua BAZ Kab. Pasuruan, KH. Shonhaji Abdusshomad. Beliau 

menegaskan bahwa maslahat keberadaan sanksi tersebut tidak ada. 

Sedangkan bila melihat dampak dari adanya sanksi tersebut, mafsadatnya 

lebih besar. Suatu contoh: secara psikologis keberadaan anak akan menjadi 

terganggu sebab status perkawinannya tidak jelas di masyarakat, sulit untuk 

mencari legalitas formalnya. Begitu juga dalam masalah kewarisan, jika 

yang memberi bukan wali, maka itu termasuk hibah bukan waris.5 

                                                             
       3 Muzakki Birrul Alim, Wawancara, Pasuruan, 20 Desember 2014 

       4 Ibid. 

       5 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 29 Nopember 2014 
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Kiai Shonhaji tidak menyetujui adanya sanksi pidana tersebut. 

Alasannya terlalu banyak mafsadah yang akan timbul di kemudian hari. Di 

lain pihak, ketika nikah itu sudah memenuhi syarat dan rukun dan dianggap 

sah menurut agama, mengapa harus diberi sanksi. Sedangkan jika pelaku 

pernikahan tersebut bisa diberi peringatan saja cukup, mengapa harus 

dikenakan sanksi. Berbeda jika telah diperingatkan tapi tidak segera 

mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan bukti otentik, berarti itu 

sudah melanggar aturan. Artinya dia bisa dikatakan tidak taat pemerintah. 6 

Sebagaimana firman Allah  dalam al-Qur’an: 

 

اطيعوا الله واطيعوا الرسول  يايها الذين امنوا

 واولى الامر منكم.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya, dan Ulil Amri di antara kamu”. (QS. An-Nisa’).7 

 

Menanggapi banyaknya akibat nikah sirri yang menyebabkan isteri-

isteri dan anak-anak terlantar, beliau menjelaskan: 

“Itu bukan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah 

sirri). Itu hanya oknum saja. Bukankah juga ada pernikahan 

yang dicatatkan tapi tetap terlantar karena ditinggal suami?, 

berarti yang dosa ya suami yang menelantarkan itu”8 

 

KH. Musyaffa’ Bisri yang juga Wakil Rais Syuriyah PCNU Kab. 

Pasuruan juga tidak setuju dengan sanksi nikah sirri, namun beliau juga 

tidak setuju apabila perkawinan itu dicatatkan. Alasannya kalau dipandang 

                                                             
       6 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 29 Nopember  2014 

       7 Departemen Agama RI. Al-qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 

hal-128  

       8 Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 29 Nopember  2014 
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dari segi maslahat dan mafsadatnya, jika nikah sirri dibenturkan pada 

konteks kewarganegaraan, maka itu akan menjadi beban bagi perempuan 

yang dinikahi, karena mafsadah yang muncul sangat tinggi, diantaranya 

adalah pengingkaran status pernikahan dari pihak laki-laki dan bagi pihak 

perempuan tidak bisa menuntut balik pada laki-laki. Maka kemungkinan 

besar dalam nikah sirri, keberadaan wanita akan ter dzolimi: 

Sedangkan untuk masalah sanksi pidana, dikembalikan pada 

konteks syariah keagamaan ataukah pada konteks negara? Jika 

kita berbicara dalam konteks syariat, maka saya anggap 

kurang bijak, bagaimana bisa melangsungkan pernikahan 

kalau setelahnya dihukum! Jadi, semestinya yang bisa kita 

tangkap semestinya ada pola yang mempermudah seseorang 

yang telah memperlakukan pernikahan sirri tersebut, kecuali 

orang yang membangkang. Kebanyakan orang yang terlanjur 

nikah tanpa pencatatan itu mereka anggap sah, padahal 

semestinya pernikahan itu harus dicatatkan di KUA. Dan 

itulah kelemahan pemerintahan kita.9 

 

Dalam konteks apapun, sebagai warga negara kita wajib pada 

peraturan negara, hanya saja yang menjadi perbincangan adalah tentang 

siapa yang membuat perundang-undangan itu.Artinya keberadaan undang-

undang perlu adanya kritisi, tidak serta disamaratakan. Dalam kaidah usul 

fikih, sebuah hukum tidak langsung digali tanpa mempertimbangkan illat 

yang menyertainya. Maka dari itu illat dalam perundang-undangan itu 

harus kuat terlebuh dahulu. Dalam kasus nikah sirri, yang harus dicari 

adalah sebab-sebab yang melatar belakinya dan motif melakukannya. 

Itulah yang semestinya dikaji terlebih dahulu dalam Undang-undang 

Pernikahan. 

                                                             
9 Musyaffa’ Bisri, Wawancara, Pasuruan, 29 Nopember  2014 
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Apabila survey telah membuktikan bahwa pelaku nikah sirri itu 

lebih mendekatkan seseorang untuk berbuat aniaya pada keluarga, maka 

tentunya Undang-undang itu harus diterapkan. Namun apabila sebaliknya, 

maka undang-undang itu tidak perlu diterapkan. 

Sesungguhnya pernikahan sirri tidak hanya terjadi dikalangan orang 

awam yang tidak mengerti tentang undang-undang pernikahan saja, namun 

pernikahan sirri sudah terjadi baik kalangan orang terpelajar, baik santri, 

kiyai, ataupun kalangan intelektual. Sehingga motif dari pelaku nikah sirri 

itu macam-macam, diantaranya 1). takut untuk mencatatkan ke KUA 

karena menikah yang kedua, 2). tidak mencatatkan karena tidak ada biaya, 

3). tidak mencatatkan karena memang menghendaki pernikahan itu tidak 

ingin abadi. 

Dari beberapa latar belakang inilah, harus ada pertimbangan yang 

matang sebelum menetapkannya sebagai Undang-undang pernikahan yang 

resmi yang harus ditaati oleh semua warga negara. 

 Namun, Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Pasuruan, KH. Sonhaji 

Abdusshamad berpandangan bahwa kasus nikah sirri memang harus segera 

di atasi sebelum munculnya berbagai permasalahan baru. Tapi apakah sanksi 

pidana itu adalah solusi yang tepat? Ini yang perlu pengkajian lebih 

mendalam. 

B. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku 

Nikah Sirri 

 

Tokoh Struktural Muhammadiyah Pasuruan sepakat bahwa 

pencatatan perkawinan adalah kewajiban bagi seluruh warga negara 
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Indonesia. Ketua Umum PDM Kota Pasuruan, Abdurrahman Ubaid 

mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, apalagi kita hidup 

di negara hukum. Semua perjanjian harus dilaksanakan sesuai hukum yang 

berlaku, apalagi akad perkawinan yang merupakan mi>s|a>qan gali>za>.10 

Perkawinan di bawah tangan (tidak dicatatkan) akan menimbulkan banyak 

mafsadah. Menurut beliau, nikah kontrak yang terjadi di Desa Kalisat Kec. 

Rembang Kab. Pasuruan itu tidak ada yang dicatatkan. Sehingga seorang 

suami bisa seenaknya meninggalkan isterinya kapan saja. Suami yang 

melakukan nikah sirri itu bebas tanpa ada rasa khawatir si isteri menuntut 

nafkah atau yang lainnya. Menurut beliau perkawinan semacam itu memang 

secara agama (Islam) tetap sah asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Tapi 

perkawinan yang tidak dicatatkan itu sangat berpotensi menimbulkan 

mafsadah atau mad}arrat dan jauh dari tujuan disyariatkannya pernikahan 

dalam Islam. Yaitu untuk membangun rumah tangga yang sa>kinah, 

mawaddah dan rahmah yang kekal.11 

Selain itu, pencatatan perkawinan itu sudah menjadi peraturan yang 

disahkan oleh negara yang sah. Sehingga suka atau tidak suka, sebagai warga 

negara yang baik harus mematuhinya. Untuk memperkuat argumennya, 

beliau mengutip hadis nabi berikut: 

عصية السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بم

 فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 
Artinya: Setiap muslim wajib taat dan patuh (pada pemerintah) baik 

dalam perkara yang ia senangi maupun tidak senangi selama tidak 

diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat, 

maka tidak boleh mentaati dan mematuhinya. (HR. Bukhari) 

                                                             
10Abdurrahman Ubaid, Wawancara, Pasuruan 24 Desember 2014 
11 Akhyar Taman, Wawancara, Pasuruan, 30 Desember 2014. 
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Jadi intinya, kalau memang pemerintah membuat undang-undang 

demi kemaslahatan manusia itu sudah sesuai dengan kaidah yang mengatakan 

bahwa kebijakan pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan 

masyarakatnya. Salah satunya sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, kalau 

sanksi administratif dianggap belum memberikan jera, maka kami setuju 

apabila sanksi pidana nikah sirri dipidanakan. 

Arifin Ahmad, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan 

bahwa memang secara eksplisit dalam al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan 

tentang pencatatan perkawinan. Karena dalam Islam, perkawinan sudah 

dikatakan sah apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun, bukan 

berarti kita mengabaikannya begitu saja. Pencatatan perkawinan itu 

mengandung mas}lah}ah. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan 

negara bahwa perkawinan yang telah sah secara agama juga resmi secara 

hukum negara. Sehingga apabila terjadi perceraian (putusnya hubungan 

perkawinan) si isteri dapat menuntut nafkah yang tak terbayar dan harta gono 

gini melalui jalur hukum. Demikian juga dengan harta waris. Tapi pencatatan 

perkawinan itu tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Sehingga 

apabila pemerintah akan memberikan sanksi pidana, sebagai warga negara, 

kami mendukung dan akan mentaatinya.12 

 Terkait rencana sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, Abdurrahman 

Ubaid mengatakan kalau memang itu tujuannya adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak, 

                                                             
12 Arifin Ahmad, Wawancara, Pasuruan, 20 Desember 2014 
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maka kami setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Karena realitas di 

lapangan memang banyak yang menjadi korban penelantaran, khususnya istri 

dan anak-anak. Akhyar Taman menambahkan bahwa tujuan sanksi itu adalah 

memberikan efek jera pada pelakunya. Diharapkan aturan itu dapat 

memberikan maslahah dan menghindari mafsadah, sebagaimana prinsip 

Islam.13 

H. Djainuri Alief, selaku Wakil Ketua 1 PDM Kota Pasuruan 

mempunyai pandangan yang sama dengan Abdurrahman Ubaid. Menurutnya, 

pernikahan sirri mengandung banyak mafsadah daripada maslahatnya. Dari 

sisi bukti, kaitannya dengan hak dan kewajban istri, terlebih kaitannya dengan 

dengan hak waris, ini akan menjadi dilema di kemudian hari. Apabila tidak 

ada kejujuran dan keadilan, pasti ada pihak yang merasa di rugikan. Suatu 

contoh, apabila istri yang tidak tercatat tersebut menjadi teragukan posisinya 

sebab tidak mempunyai bukti bahwa dia sebagai istri dan ahli warits yang sah. 

Sehingga Utstadz H. Djainuri Alief  menyimpulkan pernikahan sirri itu 

mengandung mafsadah yang lebih berat daripada maslahatnya: 

Jika memang sanksi itu telah ditetapkan oleh pemerintah, 

tentu itu sudah ditinjau dari berbagai pertimbangan negara, 

maka jika nikah sirri itu tidak boleh, berarti itu merupakan 

suatu pelanggaran apabila melakukannya, kalau ada 

pelanggaran, tentunya ada sanksi. Dalam konteks nikah sirri 

ini yang menjadikan pokok perhatiannya adalah sanksi denda 

dan sanksi kurungan tersebut. Namun hal ini sudah menjadi 

ketentuan hukum negara, artinya apila ada pelanggaran maka 

ya harus di sanksi. dalam kasus yang demikian itu menurut 

hemat saya, pelaku nikah yang tidak dicatatkan itu lebih baik 

dikenai sanksi, karena itu bagian dari syaddudz dzari’ah. 

Artinya pernikahan yang tidak dicatatkan itu harus di 

hentikan sebelum memunculkan permasalahan-

permasalahan baru.14 
                                                             

13 Akhyar Taman,  Wawancara, Pasuruan, 12 Desember 2014 
14 Djainuri Alif,,Wawancara, Pasuruan, 19 Desember 2014 
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Namun demikian, Utstadz Djainuri Alief, tidak mengingkari bahwa 

pernikahan sirri juga mempunyai maslahat melihat kondisi pada saat ini. 

Seperti keberadaan pemuda dan pemudi yang terkadang sudah terlewat batas 

dalam berpacaran, sehingga keberadaan orang tua mempunyai kehawatiran 

yang besar dan takut nantinya terjerumus pada suatu perzinahan. Beliau 

mengatakan: 

 Kalau seumpamanya ada pemuda dan pemudi yang saling mencintai 

dan sudah saling kenal, sudah ta’aruf, dan sudah jelas latar belakang 

keduanya, seakan-akan keduanya ini tidak bisa dipisahkan lagi, dan 

juga orang tua hawatir karena kedekatan keduanya akan menjerumus, 

bahkan na’udzu billah terjerumus pada perbuatan zina, menurut saya 

manfaatnya ada walaupun sedikit. Kalau ditemukan kasus demikian 

karena kehawatiran yang besar terjerumus pada perzinahan, maka 

jalan satu-satunya ya nikah sirri. 

 

Apabila berbicara tentang konteks kenegaraan dengan berbagai 

kondisi yang ada, maka harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Persoalannya adalah mengenai subtansi undang-undang itu 

sendiri. Artinya perundangan ini perlu ada kritisi. Tidak bisa asal disama 

ratakan. Suatu perkara tidak bisa langsung diputuskan dan menjadi undang-

undang yang mengikat, namun harus melalui pertimbangan dan analisis yang 

nyata mengenai faktor atau illat yang menjadi landasan penetapan undang-

undang tersebut, jadi illatnya haruslah kuat dulu. Mengapa sampai saat ini 

keberadaan nikah sirri masih marak di tengah-tengah masyarakat, bahkan 

menjadi sebuah solusi kehidupan bagi masyarakat itu sendiri dalam 

menghadapi tuntutan ekonomi yang makin berat. Itulah yang semestinya 

dikaji terdahulu. 
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Kalau memang survey betul-betul menunjukkan bahwa semua 

pelaku nikah sirri mayoritas teraniaya, maka membuat undang-undang 

tersebut akan lebih baik dan lebih manfaat dalam kehidupan masyarakat. 

Namun apabila tidak, maka keberadaan Undang-undang apapun hanya 

sebatas hitam putih yang tidak bernilai dan cenderung diabaikan oleh 

masyarakat. 
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BAB IV  

ANALISIS MASLAHAH-MAFSADAH PANDANGAN TOKOH 

NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PASURUAN 

TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU NIKAH SIRRI 

 

Apabila melihat perbedaan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah 

Pasuruan ini, kita akan menemukan perbedaan pendapat di antara keduanya. 

Keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam penetapan pengambilan 

hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid bahwa dalam 

pengambilan hukum, semua tokoh nahdiyyin mengambil dari sumber yang berbasis 

kitab kuning dan madzhabiyah. Menurut beliau diungkapkan bahwa dalam 

pengambilan hukum diantara kalangan nahdiyyin mengutamakan kitab-kitab 

kuning, yaitu kitab-kitab agama yang lama dan sudah menjadi kesepakatan ulama’ 

mujtahid. Jadi semua dicari dalam kitab tersebut, apabila ditemukan jawaban dari 

masalah yang terjadi, maka sudah dianggap cukup mengambil secara langsung dan 

tidak perlu untuk berijtihad dengan meninjau kembali istinbat (penggalian) 

hukumnya. Kalau tidak ada, baru beristinbat dengan menggunakan kaidah 

istinbatul al-hukmi (penggalian hukum) sebagaimana yang diatur dalam kitab usul 

fikih (Yurisprudensi) dan kaidah fikih. Sedangkan kalau Muhammadiyah, 

dasarnyakan Al Qur’an dan Hadits. Jadi, dasarnya saja sudah berbeda. Di NU 

diutamakan referensi yang sudah dikembangkan berabad-abad, hasil 

pengembangan pandangan.1 

Berbeda dengan Muhammadiyah, dalam menetapkan suatu hukum tidak 

langsung mengacu pada beberapa teks kitab lama yang sudah ditetapkan. Namun 

                                                             
      1Abdurrahman Wahid, Tabayun Gus Dus, (Yogyakarta :LKiS, 1994), .57. 
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dikalangan tokoh Muhammadiyah adanya suatu permasalahan masih 

dikomunikasikan lagi dengan menjadikan al-Qur’an dan hadits sebagai landasan 

utama, kemudian mengkomunikasikan ayat tersebut dengan fenomena yang terjadi 

yaitu melihat illat yang ada dalam permasalahn tersebut.2 

Dari perbedaan cara pandang dalam penggalian hukum inilah, masing-

masing dari tokoh baik tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah sering 

berbeda pendapat dalam menetapkan hukum. 

A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Pasuruan tentang Sanksi 

Pidana Bagi Pelaku Nikah Sirri 

Tokoh struktural Nahdlatul Ulama Kab. Pasuruan tidak setuju dengan rencana 

sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri. Sebagaimana yang disampaikan KH. 

Abdurrahman Syakur, KH. Muzakki Birrul Alim dan KH. Musyaffa’ Bisri dan 

KH. Sonhaji Abdussomad. Mereka secara tegas tidak setuju dengan sanksi pidana 

bagi pelaku nikah sirri dengan dua alasan: Pertama, beliau menggap bahwa 

pencatatan yang merupakan masalah prosedural tidak lantas bisa disamakan dengan 

tindak pidana yang diancam dengan sanksi kurungan atau denda. Alasan KH. 

Abdurrahman Syakur  tersebut sangat sesuai dengan pandangan Khoiruddin 

Nasution. Menurut pandangannya bahwa: perkawinan yang tidak dicatatkan 

sebenarnya kait erat hubungannya dengan fungsi sanksi yaitu pengumuman kepada 

masyarakat tentang adanya perkawinan.3 Oleh karena itu, semestinya meskipun 

tidak mempunyai surat sah nikah, namun ada saksi dalam perkawinan, maka sudah 

dianggap sah. Pendapat yang demikian menyebabkan adanya stetmen bahwa 

                                                             
      2 Ibid. 

3 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. (Jakarta: INIS, 2002), hal-

160-185 
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pencatatan perkawinan hanya urusan administrative saja bukan masyalah sah dan 

tidaknya suatu pernikahan.4 Kedua, salah satu penyebab utama yang menyebabkan 

seseorang memilih nikah sirri faktor utamanya adalah masalah ekonomi. 

Perkawinan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat 

mengambil jalan pintas untuk mengangkat taraf hidupnya dengan nikah sirri. 

Tentunya dengan orang-orang yang sudah dianggap mapan dalam ekonomi, 

walaupun tidak jarang diantara mereka harus tertipu dengan modus nikah sirri ini. 

Kasus nikah sirri sebagaimana yang terjadi di Rembang adalah menjanjikan suatu 

kehidupan yang sejahtera dengan adanya pemberian-pemberian, seperti televisi, 

mesin jahid dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya. Namun ketika pada 

suatu saat ketika suami meninggalkan istri yang dinikahi secara sirri, keberadaan 

istri tidak bisa menuntut apa-apa. Inilah salah satu persoalan dalam nikah sirri. Akan 

tetapi, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti sanksi di atas, maka 

seyogianya pemerintah terlebih dahulu menganalisis dan mempertimbangkan 

secara matang mengingat tingginya biaya dalam proses pernikahan, sehingga 

masyarakat memilih nikah sirri. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung 

jawab mengenai hal ini, dan sudah semestinya pemerintah memegang prinsip high 

efisiency bagi rakyat. Tanpa hal itu, high morality pada masyarakat yang menjadi 

sasaran pemerintah dapat terwujud. Dengan mudahnya akses pencatatan 

pernikahan, secara otomatis pilihan masyarakat akan sesuai dengan pilihan 

pemerintah.  Selain itu program Keluarga Berencana (KB) yang sulit diterapkan 

pada masyarakat akan selaras dengan hal tersebut, karena sampai saat ini, 

                                                             
4Ibid., 160-185 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

66 
 

keberadaan nikah sirri mempersulit control pemerintah dalam peningkatan jumlah 

anak. 

Kedua alasan di atas yang menjadikan tokoh NU Kab. Pasuruan sangat tidak 

setuju dengan sanksi bagi pelaku nikah sirri. Mafsadat yang terkandung dalam 

sanksi tersebut implikasinya akan lebih besar dengan maraknya perzinahan di 

antara masyarakat karena melihat proses pernikahan dianggap sangat sulit. 

Sebelum undang-undang itu diberlakukan, seharusnya pemerintah gencar 

mensosialisasikannya ke daerah plosok untuk meminimalisir praktek nikah sirri. 

Menjadi sangat penting juga bagi pemerintah untuk menanamkan mind set betapa 

pentingnya pencatatan dalam pernikahan sebagai jaminan hak dan  kewajiban 

sebagai suami istri, sehingga prinsip good governance dalam pemerintah akan 

berjalan dengan baik. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dalam 

mengembangkan prinsip good governance namun semua lapisan masyarakat 

mempunyai tugas yang sama, minimal menjaga keluarga dan kerabat serta 

lingkungan kita sendiri. 

Keberadaan hukuman atau sanksi bukanlah suatu solusi utama dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh nikah sirri, sebab 

memperberat suatu hukuman tidak ada korelasinya dengan penurunan tingkat 

kejahatan. Karena beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri 

tidak akan hilang dengan adanya hukuman pidana ini. Sehingga muncul wacana 

pula untuk hanya memberlakukan hukuman perdata atau administratif bagi pelaku 

nikah sirri, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat 

Nahdlatul Ulama’ (NU) Khofifah Indar Parawansa yang menyetujui adanya sanksi 
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bagi pelaku pernikahan sirri, bentuknya adalah perdata, bukan pidana, seperti yang 

diajukan dalam Rencana Undang-Undang (RUU) tersebut. 

KH. Musyaffa’ Bisri walaupun sependapat dengan KH. Abdurrahman Syakur 

tentang ketidak setujuannya terhadap sanksi, tapi juga tidak setuju dengan 

pernikahan sirri. Menurutnya, semestinya yang menjadi fokus pembahasan bukan 

undang-undang nikah sirri atau sanksinya, namun yang menjadi bidikan adalah 

faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri itu terjadi.  Modus yang 

melatarbelakangi nikah sirri sangat beragam, maka sangat tidak etis apabila 

menyeragamkan aturan dari kasus latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga 

tidak hanya mementingkan maslahat saja, namun tidak menguatkan maqa>shid 

ash-shari>’ah-nya. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat adalah 

“memelihara tujuan dari syariat”5. Sedangkan tujuan syara’ sebagaimana yang 

terangkum dalam ushûl al-fiqh yaitu dharûriyat al-khamsah). Menurut Gus Dur 

terangkum dalam lima hal dasar yang dilindungi agama yang terangkum dalam: 

1. Hifz al-dîn yang Gus Dur maknai sebagai keselamatan keyakinan agama 

masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah agama. 

2. Hifz al-nafs, yang dimaknai keharusan keselamatan fisik warga masyarakat 

dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. 

3. Hifz al-‘aqli, pemeliharaan atas kecerdasan akal.  

4. Hifz al-nasb, keselamatan keluarga dan keturunan.  

                                                             
5Ahmad Taqiyah, Masodiru al-Tasyri’ al-Islami, (Lebanon: Muassis al-Kitab al-

tsaqofiyah, 1999), 138. 
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5. Hifz al-mâl, keselamatan hak milik, properti dan profesi dari gangguan dan 

penggusuran di luar prosedur hukum.6 

KH. Sonhaji Abdussomad yang menduduki jabatan sebagai Ketua 

Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Pasuruan, mengatakan bahwa sanksi itu 

memang mengandung maslahah. Realitas yang terjadi di kalangan 

masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah, banyak terjadi perbuatan 

aniaya yang dialami oleh perempuan yang dinikahi secara sirri. Tapi apakah 

sanksi pidana menjadi sebuah solusi yang tepat? Ini yang perlu kajian 

mendalam pemerintah. 

        

B. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Pasuruan tentang Sanksi 

Pidana Bagi Pelaku Nikah Sirri 

Beberapa tokoh struktural Muhammadiyah sepakat menyetujui sanksi pidana 

bagi pelaku nikah sirri. Baik Abdurrahman Ubaid, Arifin Ahmad, Akhyar 

Taman, dan Utstadz H. Djainuri Alief  sama-sama menyetujui adanya sanksi 

pidana bagi pelaku nikah sirri berpijakan pada mas}lah}ah ‘ammah (maslahah 

umum). Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi 

undang-undang pemerintah yang sah (ulil amri) selama undang-undang 

pemerintah itu tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana dalam surat an-

Nisa>’ ayat 59 berikut: 

َ وَأطَِيعوُا الرَّ  رِ مِنأكُمياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعوُا اللََّّ مَأ  سُولَ وَأوُلِي الْأ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah, Rasul dan 

taatilah Ulil Amri di antara kalian 

                                                             
6Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan. Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi 

Kebudayaan. (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 4 -5. 
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Rasulullah SAW juga bersabda: 

ية والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصالسمع 

  فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: Setiap muslim wajib taat dan patuh (pada pemerintah) baik 

dalam perkara yang ia senangi maupun tidak senangi selama tidak 

diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat, 

maka tidak boleh mentaati dan mematuhinya. (HR. Bukha>ri>) 

 

Terkait kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya, berikut kaidah 

fikih yang sangat populer: 

لحََةِ  طٌ باِلأمَصأ عِيَّةِ مَنوُأ فُ األِامَامُ عَلىَ الرَّ  تصََرُّ

 

Artinya: Suatu kebijakan pemerintah harus berdasarkan 

kemaslahatan rakyatnya.7 

 

Apabila nikah sirri ditarik pada konsep mafsadatnya, maka dalam nikah sirri 

akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang negative sebagaimana 

yang telah dijelaskan di depan tentang beberapa dampak negatif nikah sirri. 

Untuk antisipasi itu, maka nikah sirri harus ditutup (سد الدريعة).  

Ini sesuai dengan kaidah fikih: 

ءُ   األمفاَسِدِ مُقدََّمٌ عَلىَ جَلأبِ األمصَالِحِ  درَأ

 

Menghindari madarrat (kerusakan) harus didahulukan daripada 

mengambil kemaslahatan (kemanfaatan) 
  

                                                             
7 Jala>luddin Abdurrah}man bin Abi> Bakr As-Suyu>ti, Al-Asbah Wa an-Naza>ir, 

(Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 83.  
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Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana bagi pelaku nikah 

sirri mempunyai dampak positif dalam suatu pernikahan untuk 

menjamin keluarga memperoleh hak-haknya dan maslahatnya adalah 

pemerintah mampu mengontrol laju perkembangan penduduk.  

Keempat tokoh Muhammadiyah diatas sama-sama mendasarkan 

pada realitas yang ada di masyarakat dan alasan rasional. Arifin Ahmad 

menemukakan bahwa alasan sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan 

timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak 

adanya kepastian hukum bagi pelaku nikah sirri. Selain itu, juga untuk 

menghindari adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan oleh 

Negara (Hukum Negara). Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga 

sebab hal ini akan berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan juga 

akan menciptakan stabilitas ketertiban dalam tatanan masyarakat sebab 

jika tidak ditata  akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap 

perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi ditengah-tengah 

masyarakat saat ini. Model pemikiran kedua tokoh tersebut dapat 

dikategorikan empiris-historis-induktif yaitu kecenderungan dalam 

memecahkan masalah dengan melihat realitas sosial yang berkembang 

di tengah-tengah masyarakat dengan mengidentifikasi masalah-masalah 

sekaligus menawarkan solusi yang dibutuhkan. 

 Suatu teori yang didasarkan pada teks, sangat erat kaitannya 

dengan model pemikiran bayani dimana peran teks begitu besar 

sehingga setiap ada persoalan yang muncul, terlebih dahulu akan 

dikonsultasikan pada teks-teks yang ada dan tidak memberikan ruang 
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yang lebar untuk melakukan proses ijtihad. Sebaliknya model pemikiran 

yang didasarkan pada proses ijtihad, pada gilirannya pemikiran 

semacam ini akan menggerakkan pembaharuan dalam pemikiran islam 

dalam rangka menjawab problem kehidupan yang terus berkembang 

seiring dengan dinamika perkembangan dunia global yang terus 

memperlihatkan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. 

Dari analisis di atas dapat memunculkan sebuah pemikiran baru 

bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum perlu 

penggabungan antara pemikiran doktriner-normatif deduktif dan model 

pemikiran empiris-historis-induktif sehingga memunculkan teori baru 

yaitu doktriner- empiris, normative-historis, deduktif-induktif. Peneliti 

menawarkan nama teori tersebut yaitu model pemikiran empiris 

doktriner, historis- normative, dan induktif-deduktif yaitu pemikiran 

yang mendialogkan serta menggabungkan antara teks dan analisis 

realitas empiric. 

Sebagai kesimpulan dari pemaparan diatas bahwa sanksi pidana 

bagi pelaku nikah sirri bisa diterapkan dengan catatan sudah ada 

toleransi-terdapat keterangan tambahan dalam Rencagnan Undang-

Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) mengenai 

batas waktu berapa lama nikah sirri bisa berlangsung untuk segera 

dicatatkan- dan sosialisasi kepada masyarakat yang maksimal. Apabila 

peringatan sudah diberikan dan sosialisasi sudah digencarkan, maka 

apabila masih terjadi nikah sirri, maka sanksi itu bisa diterapkan dengan 

sebenar-benarnya. 
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Namun demikian, hal ini tidak boleh terlepas dari pertimbangan-

pertimbangan yang matang terkait kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat dimana Rencana Undang-Undang Hukum Materiil 

Pengadilan Agama (RUU HMPA) tersebut diterapkan. Kemudian, 

keberadaan undang-undang tersebut dapat menjadi acuan pembenahan 

system pernikahan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan mudah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh 

Muhammadiyah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pandangan tokoh struktural Nahdaltul Ulama (NU) tidak setuju/ 

menolak rencana sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri. Sedangkan 

tokoh struktural Muhammadiyah sepakat setuju dengan sanksi bagi 

pelaku nikah sirri.  

2. Tokoh struktural NU tidak setuju penerapan sanksi pidana nikah dengan 

dua alasan. Pertama, pencatatan yang merupakan masalah prosedural 

tidak lantas bisa disamakan dengan tindak pidana yang diancam dengan 

sanksi kurungan atau denda. Pencatatan nikah hanyalah bersifat 

administratif, jadi sanksinya juga harus bersifat administratif. Kedua, 

salah satu penyebab utama yang menyebabkan seseorang memilih 

nikah sirri faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Perkawinan yang 

dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat mengambil 

jalan pintas untuk mengangkat taraf hidupnya dengan nikah sirri. 

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menganalisis dan 

mempertimbangkan mengapa masyarakat memilih nikah sirri, 

semestinya pemerintah memegang prinsip high efisiency bagi rakyat. 

Sementara tokoh struktural Muhammadiyah semuanya menyatakan 

setuju dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dengan 
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mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya dalam kehidupan 

keluarga. sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan timbulnya suatu 

keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak adanya kepastian 

hukum bagi pelaku nikah sirri. Selain itu, juga untuk menghindari 

adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan oleh Negara (Hukum 

Negara). Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga sebab hal ini 

akan berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan juga akan 

menciptakan stabilitas ketertiban dalam tatanan masyarakat sebab jika 

tidak ditata  akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap 

perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi ditengah-tengah 

masyarakat saat ini. 

 

B. Saran 

1. Sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya menyiapkan segala 

sesuatunya secara baik dan sesuai dengan aturan hukum agama maupun 

hukum negara yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari. 

2. Pemerintah hendaknya lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang arti 

pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, hendaknya ada kebijakan 

terkait pembiayaan yang efisien yang dapat dijangkau oleh segenap lapisan 

masyarakat, begitu juga prosedurnya, sehingga tidak terkesan bahwa 

pencatatan pernikahan merupakan suatu yang sulit. 
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3. Adanya kebijakan yang jelas terkait jangka waktu pencatatan pernikahan 

bagi seseorang yang telah terlanjur tidak mencatatkan pernikahannya di 

KUA yang dikarenakan oleh berbagai alasan.  

4. Adanya ketegasan dan keseragaman dalam hal pengaturan perkawinan dan 

pencatatannya, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dan pengaturan 

yang akan menjadi kehawatiran di kemudian hari. 
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